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ABSTRACT

This study is motivated by the suboptimal distribution of development in Central
Java, as reflected in issues of poverty, regional disparities, human resource
quality, unemployment, connectivity, and local economic empowerment. The
study aims to analyze the role of Abdul Kholik as a Regional Representative
Council (DPD RI) member representing Central Java for the 2019—2024 term
in advocating regional development. This research employs a phenomenological
approach using an intellectual biography research design. Data were collected
through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through
the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion
drawing/verification. The findings indicate that Abdul Kholik played an active
role as a regional representative by accommodating public aspirations,
advocating policies, monitoring development, and serving as a liaison between
regional interests and the central government. His efforts focused on equitable
development, strengthening connectivity, empowering villages, promoting
micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and optimizing regional
potential through the Three Economic Corridors initiative. These contributions
have reinforced area-based development that is more inclusive, integrated,
equitable, and sustainable, while enhancing Central Java’s bargaining position
in national policymaking.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemerataan pembangunan
di Jawa Tengah yang ditandai dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan
wilayah, kualitas sumber daya manusia, pengangguran, konektivitas, dan
pemberdayaan ekonomi lokal. Kajian ini bertujuan menganalisis peran Abdul
Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019—
2024 dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Penelitian menggunakan
pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian intellectual biography. Data
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
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melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Kholik berperan aktif

sebagai representasi daerah melalui penyerapan aspirasi, advokasi kebijakan,
pengawasan pembangunan, dan penghubung kepentingan daerah dengan
pemerintah pusat. Fokus perjuangannya mencakup pemerataan pembangunan,
penguatan konektivitas, pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, serta
optimalisasi potensi wilayah melalui gagasan tiga poros ekonomi. Peran tersebut
berimplikasi pada penguatan pembangunan berbasis kawasan yang lebih inklusif,
terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Jawa
Tengah dalam kebijakan nasional.

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah di Indonesia membutuhkan
lembaga representasi yang mampu menjembatani
kepentingan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI
memiliki posisi sebagai lembaga representasi
teritorial yang berfungsi menyerap, menghimpun,
menampung, dan  menindaklanjuti  aspirasi
masyarakat daerah. Fungsi tersebut menjadi penting
karena pembangunan daerah berkaitan dengan isu
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, sumber daya
ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Dengan demikian, DPD RI tidak hanya
berperan sebagai lembaga formal dalam sistem
perwakilan, tetapi juga sebagai penghubung antara
kebutuhan lokal dan agenda pembangunan nasional
(Abustan & Mustomi, 2020; Utama & Faniyah,
2023).

Secara konstitusional, DPD RI memiliki
kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas
rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan
dengan kepentingan daerah, sebagaimana diatur
dalam Pasal 22D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Kewenangan tersebut mencakup otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam,
pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun,

DPD RI tidak memiliki fungsi eksekutorial dalam
pelaksanaan pembangunan langsung. Oleh karena
itu, peran DPD RI lebih tepat dipahami sebagai fungsi
representasi, advokasi, pengawasan, pemberian
pertimbangan, dan artikulasi kepentingan daerah ke
dalam proses kebijakan nasional.

Dalam konteks tersebut, efektivitas fungsi
representasi DPD RI tidak hanya ditentukan oleh
kewenangan konstitusional yang dimilikinya, tetapi
juga oleh kemampuan setiap anggota dalam
mengidentifikasi kebutuhan daerah, menyerap
aspirasi masyarakat, membangun komunikasi dengan
para pemangku kepentingan, serta mengadvokasikan
kepentingan daerah ke dalam proses perumusan
kebijakan nasional. Oleh karena itu, praktik
representasi yang dijalankan oleh anggota DPD RI
menjadi penting untuk dikaji sebagai bentuk
implementasi nyata fungsi kelembagaan dalam
mendukung pembangunan daerah.

Dalam konteks desentralisasi, keberadaan DPD
RI menjadi semakin relevan karena setiap daerah
memiliki karakter geografis, sosial, ekonomi, dan
kapasitas  fiskal yang berbeda. Kebijakan
pembangunan nasional tidak cukup disusun hanya
berdasarkan perspektif pemerintah pusat, tetapi harus
memperhatikan aspirasi lokal, kapasitas
kelembagaan daerah, partisipasi masyarakat, dan
kebutuhan riil wilayah. DPD RI dapat berperan
sebagai instrumen demokrasi teritorial yang
memperkuat akuntabilitas pembangunan berbasis
daerah serta mendorong agar agenda pemerataan
pembangunan lebih  sesuai dengan kondisi
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masyarakat lokal (Suriadi et al., 2024; Putra &
Hafizah, 2025).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi
strategis di Indonesia karena memiliki jumlah
penduduk besar, basis industri, sektor pertanian,
aktivitas perdagangan, pusat pendidikan, dan potensi
pariwisata yang kuat. Namun, potensi tersebut masih
diikuti oleh persoalan pembangunan yang kompleks.
Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk
miskin Jawa Tengah pada Maret 2022 masih
mencapai 3,83 juta orang atau 10,93 persen dari total
penduduk. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia
Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 72,79,
sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada
Agustus 2022 masih sebesar 5,57 persen. Data
tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Jawa
Tengah tidak hanya membutuhkan pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
perluasan kesempatan kerja (BPS Provinsi Jawa
Tengah, 2022).

Persoalan pembangunan Jawa Tengah juga
berkaitan dengan ketimpangan antarwilayah dan
konsentrasi pembangunan pada kawasan tertentu.
Meskipun ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022
tumbuh sebesar 5,31 persen dan Gini Ratio
mengalami  penurunan menjadi 0,366 pada
September 2022, pertumbuhan tersebut belum
sepenuhnya  menjamin  pemerataan  manfaat
pembangunan di seluruh kabupaten dan kota.
Pemerintah pusat sebenarnya telah menunjukkan
perhatian melalui Peraturan Presiden Nomor 79
Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan
ekonomi sejumlah kawasan di Jawa Tengah. Namun,
implementasi kebijakan kawasan tetap membutuhkan
pengawalan politik, koordinasi antarpemangku
kepentingan, serta artikulasi aspirasi daerah agar
prioritas pembangunan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.

Dalam konteks tersebut, peran Abdul Kholik
sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa
Tengah periode 2019-2024 menjadi penting untuk
dikaji. Salah satu gagasan yang menonjol adalah
penguatan tiga poros ekonomi Jawa Tengah, yaitu
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Jawa Tengah bagian utara, Jawa Tengah bagian
selatan, dan Jawa Tengah bagian timur. Gagasan ini
muncul sebagai respons terhadap ketimpangan
pembangunan yang masih terkonsentrasi pada
kawasan tertentu, terutama Pantura. Abdul Kholik
menilai bahwa wilayah Jawa Tengah Selatan atau
Jasela memiliki potensi besar dalam sektor pertanian,
pariwisata, maritim, perdagangan, dan industri
berbasis sumber daya lokal, tetapi belum berkembang
optimal sebagai poros pembangunan regional (Antara
News, 2022).

Selain gagasan tiga poros ekonomi, Abdul Kholik
juga mendorong penguatan pembangunan berbasis
zonasi wilayah, pemberdayaan desa, pengembangan
UMKM, dan peningkatan konektivitas wilayah.
Gagasan tersebut tampak dalam dorongan terhadap
pemekaran zona  ekonomi Jawa  Tengah,
pengembangan desa berbasis potensi lokal,
penguatan ekonomi warga melalui NUnomics, serta
advokasi konektivitas transportasi di Jawa Tengah
Selatan. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa
peran anggota DPD RI tidak hanya berhenti pada
penyerapan aspirasi, tetapi juga dapat berkembang
menjadi penyusunan gagasan kebijakan,
penggalangan dukungan publik, dan dorongan agar
kebutuhan  daerah  masuk dalam  agenda
pembangunan nasional (Abdul Kholik, 2023; Suara
Merdeka, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji
DPD RI dari perspektif kelembagaan, fungsi
pengawasan, hubungan pusat dan daerah, serta
optimalisasi peran dalam pembangunan daerah
(Abustan & Mustomi, 2020; Arimbawa et al., 2020;
Samyo et al., 2021; Gulo et al., 2023; Putra &
Hafizah, 2025), penelitian yang secara khusus
mengkaji praktik representasi seorang anggota DPD
RI dalam memperjuangkan pembangunan daerah
masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian
terdahulu lebih berorientasi pada aspek normatif
kelembagaan sehingga belum memberikan gambaran
empiris mengenai bagaimana fungsi representasi
dijalankan melalui penyerapan aspirasi, advokasi
kebijakan, komunikasi politik, dan pengembangan
gagasan pembangunan daerah. Kondisi tersebut
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menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian
yang perlu diisi melalui kajian terhadap praktik
representasi anggota DPD RI pada konteks
pembangunan daerah secara spesifik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini
menawarkan kebaruan pada dua aspek. Pertama,
penelitian memfokuskan analisis pada praktik
representasi seorang anggota DPD RI secara
individual  melalui  pendekatan
biography, bukan pada kajian kelembagaan DPD RI
secara umum. Kedua, penelitian mengkaji kontribusi
gagasan tiga poros ekonomi, penguatan kawasan
Jawa Tengah Selatan (Jasela), pemberdayaan desa,
pengembangan UMKM, dan advokasi konektivitas
wilayah sebagai bentuk implementasi fungsi

intellectual

representasi dalam mendukung pembangunan Jawa
Tengah. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan perspektif empiris mengenai bagaimana
representasi daerah diwujudkan melalui gagasan,
komunikasi politik, dan advokasi kebijakan.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang
peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil
Jawa  Tengah  periode 2019-2024  dalam
pembangunan Jawa Tengah penting dilakukan.
Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana fungsi
representasi daerah dijalankan dalam praktik, bukan
hanya dipahami dalam kerangka konstitusional dan
kelembagaan. Secara teoritis, penelitian ini
memperkaya kajian tentang representasi teritorial,
desentralisasi, dan pembangunan daerah. Secara
praktis, penelitian ini memberi gambaran tentang
bagaimana anggota DPD RI dapat memperjuangkan
aspirasi daerah melalui gagasan, advokasi,
pengawasan, komunikasi politik, dan penghubung
kebijakan antara daerah dan pemerintah pusat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan desain intellectual biography untuk
mengkaji pemikiran, perjalanan, serta kontribusi
Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah
Pemilihan Jawa Tengah Periode 2019-2024 dalam
pembangunan Jawa Tengah (Nasir, 2019: 62).
Pendekatan  fenomenologi  digunakan  untuk

memahami makna pengalaman, cara berpikir,
kinerja, prioritas, problematika, pola komunikasi
dengan konstituen, serta implikasi perannya
berdasarkan perspektif para informan. Sumber data
terdiri atas data primer yang diperoleh dari Abdul
Kholik, tim ahli, dan konstituen melalui wawancara,
serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal,
dokumen, media massa, dan arsip yang relevan.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi
dengan pedoman observasi, pedoman wawancara,
serta lembar dokumentasi sebagai instrumen
penelitian. Keabsahan data dijamin melalui
triangulasi sumber dan triangulasi metode yang
diperkuat dengan member checking kepada informan.
Analisis data menggunakan model interaktif yang
meliputi kondensasi data, penyajian data, serta
penarikan dan verifikasi kesimpulan secara
berkesinambungan hingga diperoleh temuan yang
valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan
(Miles, et., al, 2020).

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  observasi, wawancara

mendalam, dan studi dokumentasi, diperoleh enam
tema utama yang menggambarkan peran Abdul
Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan
Jawa  Tengah periode 2019-2024  dalam
pembangunan Jawa Tengah. Keenam tema tersebut
meliputi cara berpikir pembangunan, kinerja
penyerapan aspirasi, kinerja pembangunan daerah,
prioritas pembangunan, pola komunikasi dengan
konstituen, serta berbagai problematika yang
dihadapi dalam menjalankan fungsi representasi
daerah. Seluruh tema dianalisis sebagai satu kesatuan
untuk memahami praktik representasi dalam
mendukung pembangunan Jawa Tengah.

1. Cara Berpikir Abdul Kholik sebagai Anggota
DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019-
2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Cara Dberpikir Abdul Kholik dalam
pembangunan Jawa Tengah berorientasi pada
pemerataan  wilayah  melalui  pendekatan
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pembangunan berbasis kawasan (place-based
development). Pembangunan dipandang sebagai
sistem yang menghubungkan aspek ekonomi,
infrastruktur, desa, kemiskinan, dan konektivitas,
sehingga tidak dapat diselesaikan secara sektoral
maupun administratif semata. Dalam perspektif
tersebut, DPD RI berfungsi sebagai penghubung
antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional agar
kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam
proses perumusan kebijakan.

Pemikiran Abdul Kholik berangkat dari
identifikasi delapan persoalan utama
pembangunan Jawa Tengah, yaitu besarnya
jumlah penduduk, dominasi pembangunan di
kawasan Pantura, kesenjangan antarwilayah,
tingginya kemiskinan, ketergantungan terhadap
produk luar daerah, rendahnya daya saing produk
unggulan, lemahnya konektivitas infrastruktur,
serta ancaman kerusakan ekologis. Seluruh
persoalan tersebut dipahami saling berkaitan dan
menjadi  penyebab  utama  ketimpangan
pembangunan.

Sebagai solusi, Abdul Kholik
mengembangkan gagasan tiga poros ekonomi
Jawa Tengah, yang membagi wilayah menjadi
Jateng Utara, Jateng Timur, dan Jawa Tengah
Selatan (Jasela). Setiap kawasan diarahkan
memiliki  fungsi ekonomi sesuai potensi
unggulannya sehingga tercipta pusat-pusat
pertumbuhan baru yang mampu mengurangi
dominasi Pantura, memperkuat konektivitas,
menurunkan biaya logistik, serta mendorong
pemerataan pembangunan. Jasela diposisikan
sebagai kawasan strategis yang perlu dipercepat
pengembangannya karena memiliki potensi besar
di sektor pertanian, maritim, dan pariwisata,
namun selama ini relatif tertinggal akibat
keterbatasan infrastruktur.

Perumusan gagasan tersebut didasarkan pada
hasil pengawasan lapangan, aspirasi masyarakat,
diskusi dengan pemerintah daerah, akademisi,
BPS, dan Bank Indonesia, serta didukung analisis
berbagai data pembangunan, seperti PDRB, IPM,
tingkat kemiskinan, RPJMN, RPJMD, RTRW,
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dan analisis Location Quotient (LQ). Dengan
demikian, pemikiran Abdul Kholik menunjukkan
pendekatan pembangunan yang berbasis bukti
(evidence-based policy) dan berorientasi pada
pemerataan, integrasi wilayah, serta pengurangan
disparitas pembangunan di Jawa Tengah.

. Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD

RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019-2024
dalam Menyerap Aspirasi Konstituen

Kinerja Abdul Kholik dalam menyerap
aspirasi  konstituen  dilaksanakan  secara
sistematis, terstruktur, dan berbasis kebutuhan
masyarakat. Penyerapan aspirasi dilakukan
melalui mekanisme multi-kanal yang meliputi
kunjungan kerja, dialog konstituen, forum
masyarakat, komunikasi dengan tenaga ahli dan
relawan, serta pemanfaatan media digital seperti
WhatsApp, Instagram, dan surat resmi. Seluruh
aspirasi yang diterima kemudian diverifikasi,
divalidasi, dan diklasifikasikan berdasarkan
tingkat urgensi serta kewenangan konstitusional
DPD RI sebelum dirumuskan menjadi
rekomendasi kebijakan.

Proses pengelolaan aspirasi menerapkan
pendekatan evidence-based policy, yaitu melalui
analisis data lapangan, diskusi internal, dan
pemetaan isu secara sistematis. Aspirasi yang
bersifat lokal atau mikro diteruskan kepada
pemerintah  daerah  maupun  pemangku
kepentingan terkait, sedangkan isu yang bersifat
makro dan strategis diadvokasikan melalui fungsi
pengawasan dan pertimbangan DPD RI kepada
pemerintah pusat dan DPR RI. Mekanisme
tersebut memungkinkan proses advokasi berjalan
lebih efektif sesuai dengan ruang lingkup
kewenangan DPD RI.

Penentuan prioritas aspirasi didasarkan pada
karakteristik wilayah melalui pendekatan tiga
poros ekonomi Jawa Tengah. Wilayah Pantura
diprioritaskan pada penanganan persoalan
lingkungan dan kawasan industri, Jawa Tengah
Selatan diarahkan pada penguatan konektivitas,
pertanian, dan kemaritiman, sedangkan Jawa
Tengah Timur difokuskan pada pengembangan
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aglomerasi ekonomi. Selain itu, strategi
pembangunan berbasis desa (village-driven
development) menjadi bagian penting dalam
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui pembangunan infrastruktur produktif,
seperti jalan usaha tani, embung, dan irigasi.

Meskipun menghadapi kendala berupa
luasnya wilayah, keterbatasan komunikasi
langsung, regulasi yang kompleks, dan ego
sektoral antarinstansi, fungsi representasi tetap
dapat dijalankan secara optimal melalui dukungan
tenaga ahli, pemanfaatan jaringan komunikasi,
koordinasi lintas lembaga, serta pengalaman
kelembagaan yang dimiliki Abdul Kholik.
Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja
penyerapan aspirasi tidak hanya berfungsi sebagai
sarana komunikasi politik, tetapi juga menjadi
dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan
yang berorientasi pada pemerataan pembangunan
dan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.

. Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD
RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019-2024
dalam Pembangunan Jawa Tengah

Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD
RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019-2024
berorientasi pada penguatan fungsi representasi
daerah melalui penyerapan aspirasi, advokasi
kebijakan, pengawasan, dan perumusan gagasan
pembangunan yang berbasis kebutuhan wilayah.
Peran tersebut dijalankan tidak hanya melalui
forum formal kelembagaan, tetapi juga melalui
reses, kunjungan kerja, forum diskusi, seminar,
dan dialog langsung dengan masyarakat. Aspirasi
yang dihimpun kemudian diverifikasi, dianalisis,
dan diformulasikan menjadi rekomendasi
kebijakan serta naskah akademik yang
disampaikan kepada pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

Kinerja ~ Abdul  Kholik  menunjukkan
pendekatan pembangunan yang berbasis data
(evidence-based policy) dengan mengubah
berbagai  persoalan = masyarakat,  seperti
ketimpangan wilayah, kemiskinan, konektivitas,
infrastruktur, dan pembangunan desa, menjadi isu

strategis yang dapat diperjuangkan dalam agenda
kebijakan  nasional. = Advokasi  kebijakan
difokuskan pada konsep pembangunan berbasis
zonasi melalui tiga poros ekonomi Jawa Tengah,
dengan penekanan pada pengembangan Jawa
Tengah  Selatan (Jasela) sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan
infrastruktur, konektivitas, sektor pertanian,
kemaritiman, dan potensi unggulan daerah.

Selain fungsi advokasi, Abdul Kholik juga
menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan melalui  pemanfaatan  data
lapangan, kajian akademik, dan koordinasi
dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Pusat
Statistik, pemerintah daerah, serta kalangan
akademisi. Dukungan tim ahli berperan penting
dalam penyusunan kajian, policy brief, dan
naskah akademik sehingga setiap rekomendasi
kebijakan memiliki dasar empiris dan akademis
yang kuat.

Efektivitas kinerja tersebut didukung oleh
komunikasi politik yang terbuka dan kedekatan
dengan konstituen melalui berbagai kegiatan
sosial, keagamaan, dan kunjungan ke daerah
pemilihan. Pola komunikasi ini memperkuat
legitimasi ~ fungsi  representasi  sekaligus
meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi
masyarakat. Secara keseluruhan, kinerja Abdul
Kholik mencerminkan pelaksanaan fungsi
representasi yang aktif, sistematis, dan berbasis
bukti dalam mendorong pembangunan Jawa
Tengah yang lebih merata, terintegrasi, dan sesuai
dengan karakteristik sosial-ekonomi setiap
wilayah.

. Prioritas Utama Kinerja Abdul Kholik sebagai

Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode
2019-2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Prioritas utama kinerja Abdul Kholik dalam
pembangunan Jawa Tengah diarahkan pada
pemerataan pembangunan, pengurangan
ketimpangan antarwilayah, dan penguatan
ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Fokus
tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi
representasi, advokasi kebijakan, dan
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pengawasan berbasis data dengan tujuan
menghubungkan aspirasi masyarakat ke dalam
kebijakan pembangunan nasional. Perhatian
utama diberikan pada percepatan pembangunan
Jawa Tengah Selatan (Jasela) sebagai kawasan
yang masih menghadapi tingkat kemiskinan,
keterbatasan  infrastruktur, dan rendahnya
konektivitas dibandingkan wilayah Pantura dan
Solo Raya.

Strategi pembangunan dilakukan melalui
pendekatan zonasi wilayah yang menyesuaikan
kebijakan dengan karakteristik sosial, ekonomi,
dan  geografis = masing-masing  kawasan.
Penguatan ekonomi diarahkan pada optimalisasi
sektor unggulan, seperti pertanian, kemaritiman,
pariwisata, dan industri lokal, sehingga setiap
daerah mampu membangun kemandirian
ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki.
Selain itu, penanganan kemiskinan difokuskan
pada pemberdayaan ekonomi desa, penciptaan
lapangan kerja, serta peningkatan akses
masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan
dasar.

Prioritas lainnya  adalah  penguatan
infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk
memperlancar mobilitas barang, jasa, dan
masyarakat  serta  meningkatkan efisiensi
distribusi ekonomi. Pengembangan ekonomi
lokal juga didorong melalui penguatan sinergi
antara BUMD, BUMDes, dan BUMDesma guna
memperkuat rantai produksi daerah,
meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan
menciptakan kesempatan kerja di tingkat desa. Di
samping itu, pembangunan diarahkan pada
prinsip keadilan sosial melalui redistribusi
pembangunan yang lebih proporsional serta
penguatan ketahanan ekonomi daerah agar tidak
bergantung pada sektor atau rantai pasok dari luar
daerah.

Secara keseluruhan, prioritas kinerja Abdul
Kholik mencerminkan pendekatan pembangunan
yang berbasis wilayah, potensi lokal, dan
kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut
menunjukkan bahwa pembangunan Jawa Tengah
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dipandang lebih efektif apabila disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing kawasan
sehingga mampu mewujudkan pembangunan
yang lebih inklusif, merata, berkelanjutan, dan
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

. Pola Komunikasi dengan Konstituen Abdul

Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa
Tengah Periode 2019-2024 dalam
Pembangunan Jawa Tengah

Pola komunikasi Abdul Kholik dengan
konstituen dibangun secara partisipatif, dialogis,
dan dua arah sebagai sarana utama dalam
menyerap aspirasi masyarakat serta
menghubungkannya dengan proses perumusan
kebijakan pembangunan. Komunikasi dilakukan
melalui kombinasi kanal formal, seperti reses,
kunjungan daerah pemilihan, rapat dengar
pendapat, forum diskusi, dan seminar, serta kanal
nonformal berupa dialog komunitas, silaturahmi,
kegiatan sosial-keagamaan, dan pertemuan
langsung dengan masyarakat. Pendekatan ini
menciptakan hubungan yang terbuka, egaliter,
dan berkelanjutan antara wakil daerah dan
konstituen.

Selain komunikasi tatap muka, pemanfaatan
media digital seperti WhatsApp, Instagram,
YouTube, dan kanal pengaduan, yang didukung
oleh tenaga ahli dan jaringan relawan,
memperluas  jangkauan  komunikasi  serta
mempercepat penyampaian aspirasi dari berbagai
wilayah di Jawa Tengah. Aspirasi yang diterima
kemudian melalui tahapan pencatatan, verifikasi,
analisis, dan tindak lanjut secara sistematis
sehingga dapat dirumuskan menjadi bahan
advokasi maupun rekomendasi kebijakan sesuai
dengan kewenangan DPD RI.

Komunikasi dilakukan secara adaptif melalui
segmentasi berdasarkan karakteristik kelompok
masyarakat, seperti akademisi, pemerintah
daerah, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pelaku
UMKM, dan organisasi kemasyarakatan.
Pendekatan ini  meningkatkan  efektivitas
komunikasi karena setiap kelompok memperoleh
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ruang penyampaian aspirasi yang sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristiknya.

Secara keseluruhan, pola komunikasi yang
diterapkan memperkuat fungsi representasi
politik melalui akses yang terbuka, respons yang
cepat terhadap aspirasi masyarakat, serta
mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Pola
komunikasi tersebut tidak hanya meningkatkan
kepercayaan dan kedekatan antara wakil daerah
dengan konstituen, tetapi juga mendukung
penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih
responsif, partisipatif, dan sesuai dengan
kebutuhan riil masyarakat Jawa Tengah.

. Problematika Kinerja Abdul Kholik sebagai

Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode

2019-2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah
Problematika kinerja Abdul Kholik sebagai

Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode

2019-2024 dipengaruhi oleh berbagai kendala

struktural, kelembagaan, dan komunikasi

kebijakan yang memengaruhi efektivitas fungsi
representasi daerah. Meskipun proses penyerapan
aspirasi telah dilakukan secara sistematis melalui
reses, dialog, dan kajian berbasis data,
implementasi  kebijakan masih menghadapi
hambatan akibat keterbatasan kewenangan DPD

RI, birokrasi yang panjang, serta belum

optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat

dan daerah. Berdasarkan hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi, problematika
tersebut meliputi:

1. Ketimpangan informasi dan lambatnya
eksekusi  kebijakan, sehingga  aspirasi
masyarakat  belum  seluruhnya  dapat
ditindaklanjuti secara cepat akibat lemahnya
integrasi data dan birokrasi yang kompleks.

2. Keterbatasan efektivitas kelembagaan dan
komunikasi politik, karena keberhasilan
advokasi sangat bergantung pada koordinasi
dengan DPR RI, kementerian, pemerintah
daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

3. Ego sektoral dan ketidaksinkronan
perencanaan pembangunan, yang
menyebabkan kebijakan pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota belum terintegrasi secara
optimal dalam pembangunan berbasis
kawasan.

4. Hambatan persepsi terhadap  gagasan
pembangunan, terutama terkait konsep zonasi
dan tiga poros ekonomi yang masih sering
disalahartikan sebagai agenda pemekaran
wilayah.

5. Keterbatasan anggaran dan kapasitas fiskal
daerah, schingga pelaksanaan berbagai
program pembangunan belum dapat berjalan
secara optimal dan merata.

6. Keterbatasan diseminasi gagasan dan
koordinasi data sektoral, yang menghambat
penyebarluasan informasi kebijakan serta
memperlambat penguatan dukungan
masyarakat terhadap program pembangunan.
Secara keseluruhan, problematika tersebut

menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Abdul
Kholik dalam memperjuangkan pembangunan
Jawa Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh
kapasitas representasi dan advokasi, tetapi juga
oleh faktor struktural berupa koordinasi
antarlembaga, sinkronisasi kebijakan, kapasitas
fiskal daerah, serta efektivitas komunikasi publik
dalam mendukung implementasi pembangunan
yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembahasan
1. Analisis Peran Abdul Kholik sebagai Anggota

DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019-2024
dalam Pembangunan Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran
Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah
Pemilihan Jawa Tengah periode 2019-2024
diwujudkan melalui fungsi representasi daerah,
penyerapan  aspirasi masyarakat, advokasi
kebijakan, pengawasan, dan komunikasi politik
yang diarahkan untuk mendukung pembangunan
Jawa Tengah. Peran tersebut tidak dapat dipahami
sebagai fungsi eksekutorial, karena DPD RI
memiliki  keterbatasan kewenangan dalam
pelaksanaan pembangunan langsung. Namun,
DPD RI memiliki posisi strategis sebagai
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lembaga representasi teritorial yang
menghubungkan kepentingan daerah dengan
agenda kebijakan nasional, terutama dalam isu
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya ckonomi, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah
(Abustan & Mustomi, 2020; Gunawan et al.,
2023; Wartoyo & Prasetyo, 2023).

Dari aspek cara berpikir, Abdul Kholik
memandang pembangunan Jawa Tengah sebagai
persoalan sistemik yang berkaitan dengan
pemerataan wilayah, penguatan konektivitas,
pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, dan
optimalisasi potensi ekonomi lokal. Pemikiran
tersebut tidak hanya menempatkan pembangunan
sebagai agenda fisik, tetapi juga sebagai proses
politik untuk memastikan aspirasi daerah masuk
ke dalam kebijakan pusat. Orientasi ini sejalan
dengan pandangan bahwa pembangunan daerah
harus  memperhatikan ~ hubungan  antara
ketimpangan  spasial, = kemiskinan, akses
infrastruktur, dan distribusi  pertumbuhan
ekonomi (Anwar, 2022; Yunitasari et al., 2023).
Dengan demikian, cara berpikir Abdul Kholik
dapat dikategorikan sebagai cara berpikir
representatif-sistemik karena berusaha
menghubungkan kepentingan masyarakat Jawa
Tengah dengan instrumen kebijakan nasional.

Gagasan tiga poros ekonomi Jawa Tengah,
yaitu Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Timur,
dan Jawa Tengah Selatan atau Jasela, menjadi
salah satu temuan penting dalam penelitian ini.
Gagasan tersebut menunjukkan adanya upaya
mengurangi dominasi pembangunan di kawasan
Pantura serta membentuk pusat-pusat
pertumbuhan baru berdasarkan karakteristik
wilayah. Dalam perspektif ekonomi regional,
pembangunan yang terlalu terkonsentrasi pada
satu koridor dapat memperlebar ketimpangan
apabila tidak diimbangi dengan kebijakan
distribusi ruang yang lebih adil (Yunitasari et al.,
2023). Oleh karena itu, penguatan konektivitas
wilayah menjadi penting karena infrastruktur
jalan, akses logistik, dan transportasi memiliki
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hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi,
perluasan pasar, dan peningkatan aktivitas
ekonomi daerah (Karnoto et al., 2024).

Perhatian Abdul Kholik terhadap Jawa
Tengah Selatan atau Jasela memperlihatkan
keberpihakan pada kawasan yang memiliki
potensi besar, tetapi belum berkembang secara
optimal. Jasela memiliki potensi pada sektor
pertanian, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif,
dan perdagangan lokal, namun masih menghadapi
kendala konektivitas, infrastruktur, dan akses
pasar. Temuan Anwar (2022) menunjukkan
bahwa kemiskinan di Jawa Tengah memiliki pola
spasial dan cenderung terkonsentrasi pada
wilayah tertentu, termasuk kawasan selatan. Hal
ini diperkuat oleh kajian Karnoto et al. (2024)
yang  menegaskan = bahwa  konektivitas
infrastruktur dapat membuka akses ekonomi dan
mendorong pertumbuhan wilayah. Dengan
demikian, perhatian terhadap Jasela
mencerminkan orientasi pembangunan yang
diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan spasial
di Jawa Tengah.

Pada aspek kinerja penyerapan aspirasi, Abdul
Kholik menjalankan mekanisme kerja yang
terstruktur, terbuka, dan berbasis kebutuhan
wilayah. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui
berbagai kanal, seperti reses, kunjungan daerah,
dialog konstituen, komunikasi langsung, media
sosial, surat resmi, tenaga ahli, jaringan relawan,
dan simpul masyarakat lokal. Model multi-kanal
ini menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi tidak
hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga
melalui ruang komunikasi yang lebih fleksibel
dan dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan
dengan fungsi DPD RI sebagai lembaga yang
menyerap, menghimpun, menampung, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah
sesuai ruang lingkup kewenangannya (Utama &
Faniyah, 2023). Dengan demikian, penyerapan
aspirasi menjadi instrumen penting dalam
memperkuat kualitas representasi daerah.

Aspirasi yang diterima tidak langsung
dijadikan agenda advokasi, tetapi melalui proses
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validasi, verifikasi, klasifikasi, dan analisis.
Proses ini dilakukan untuk memastikan kebenaran
informasi, tingkat urgensi, dampak sosial, dan
kesesuaian  aspirasi dengan  kewenangan
konstitusional DPD RI. Dalam teori peran,
tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang
melekat pada suatu status sosial-politik (Biddle,
1979; Soekanto & Sulistyowati, 2014). Dengan
demikian, kinerja Abdul Kholik dalam menyerap
aspirasi tidak bersifat spontan, tetapi dilakukan
melalui proses pengolahan yang sistematis agar
keluhan masyarakat dapat diubah menjadi bahan
advokasi kebijakan yang lebih terarah.

Dari sisi kinerja pembangunan, Abdul Kholik
menjalankan fungsi representasi melalui advokasi
kebijakan, pengawasan, formulasi gagasan, dan
komunikasi dengan pemangku kepentingan.
Persoalan mikro seperti kelangkaan pupuk,
kerusakan jalan, keterbatasan infrastruktur desa,
dan lemahnya akses ekonomi tidak dipahami
sebagai masalah lokal yang berdiri sendiri, tetapi
sebagai bagian dari persoalan pembangunan yang
lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan
bahwa DPD RI memiliki fungsi pengawasan
terhadap pelaksanaan undang-undang yang
berkaitan dengan kepentingan daerah, meskipun
hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR
RI sebagai bahan pertimbangan (Samyo et al.,
2021). Dengan demikian, kinerja Abdul Kholik
menunjukkan kemampuan mengartikulasikan
persoalan lokal menjadi isu pembangunan yang
bersifat makro dan strategis.

Prioritas utama kinerja Abdul Kholik
diarahkan pada pemerataan pembangunan,
pengurangan ketimpangan wilayah, penanganan
kemiskinan perdesaan, penguatan konektivitas,
serta pengembangan ekonomi berbasis potensi
lokal. Prioritas tersebut selaras dengan konsep
pembangunan  daerah  yang  menekankan
pentingnya penyesuaian kebijakan dengan
potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, kapasitas
fiskal, sumber daya manusia, dan karakter sosial-
ekonomi daerah (Djadjuli, 2019; Suriadi et al.,

2024). Selain itu, penguatan BUMD, BUMDes,
BUMDesma, UMKM, dan ekonomi desa
menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya
diarahkan pada proyek infrastruktur besar, tetapi
juga pada penguatan kemandirian ekonomi
masyarakat lokal (Nasution, 2020).

Pola komunikasi Abdul Kholik dengan
konstituen menunjukkan karakter partisipatif,
dialogis, terbuka, dan berkelanjutan. Komunikasi
dilakukan melalui kanal formal, nonformal, serta
media digital sehingga aspirasi masyarakat dapat
terserap secara luas dan cepat. Secara teoritis,
pola ini sejalan dengan pemikiran Ralph Linton
tentang peran sebagai aspek dinamis dari status
sosial, karena status Abdul Kholik sebagai
anggota DPD RI memperoleh makna ketika
diwujudkan melalui tindakan nyata dalam
menyerap dan  memperjuangkan  aspirasi
masyarakat (Prayudi et al., 2018). Selain itu, pola
komunikasi dua arah juga relevan dengan
pemikiran  George Herbert Mead yang
menekankan bahwa peran terbentuk melalui
interaksi sosial dan kemampuan memahami
perspektif pihak lain (Anglin et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini
menegaskan bahwa peran Abdul Kholik sebagai
anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode
2019-2024 merepresentasikan model
representasi daerah yang sistemik, partisipatif,
dan berbasis bukti. Peran tersebut dijalankan
melalui integrasi antara penyerapan aspirasi,
advokasi  kebijakan, = komunikasi  politik,
penguatan basis data, dan strategi pembangunan
berbasis  pemerataan  wilayah. = Meskipun
kewenangan DPD RI terbatas dalam eksekusi
pembangunan, fungsi representasi tetap memiliki
kontribusi strategis dalam mengartikulasikan
kepentingan masyarakat Jawa Tengah ke dalam
agenda pembangunan nasional (Salman & Efriza,
2022; Amir & Susetyo, 2024; & Hafizah,
2025). Dengan demikian, peran Abdul Kholik
dapat dipahami sebagai praktik representasi
daerah yang berorientasi pada pembangunan Jawa
Tengah  yang lebih  merata, inklusif,
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berkelanjutan, dan berkeadilan.
Lebih jelasnya analisis peran Abdul Kholik
sebagai anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah
Periode 2019-2024 dalam pembangunan Jawa
Tengah, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Analisis Peran Abdul Kholik dalam
Pembangunan Jawa Tengah
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penguatan Jasela,

potensi lokal, serta

No Dimensi Bentuk Peran Arah Kontribusi
Analisis Abdul Kholik dalam
Peran Pembangunan
Jawa Tengah
1 Cara berpikir Menempatkan Mendorong
pembangunan  pembangunan paradigma
Jawa Tengah pembangunan
sebagai proses yang lebih
yang harus sistemik,
berbasis terintegrasi,  dan
pemerataan tidak hanya
wilayah, berpusat pada
penguatan kawasan Pantura,
konektivitas, tetapi juga
pengurangan memperhatikan
ketimpangan, serta Jateng
pengembangan Selatan/Jasela dan
potensi lokal. Jateng Timur.
2 Penyerapan Menyerap aspirasi Aspirasi
aspirasi masyarakat masyarakat Jawa
konstituen melalui reses, Tengah dapat
kunjungan  kerja, dihimpun,
dialog konstituen, diverifikasi,
forum diskusi, diklasifikasikan,
media sosial, dan diarahkan
tenaga ahli, dan menjadi bahan
jaringan advokasi kebijakan
masyarakat. sesuai  kebutuhan
wilayah.
3 Kinerja dalam Menjalankan Persoalan lokal
pembangunan  fungsi seperti
Jawa Tengah  representasi, kemiskinan,
advokasi, konektivitas,
pengawasan, penguatan  desa,
formulasi gagasan, UMKM, dan
serta komunikasi sektor  unggulan
politik dengan dapat diangkat
pemerintah pusat, menjadi isu
pemerintah daerah, pembangunan
dan konstituen. strategis.
4 Prioritas Memprioritaskan Pembangunan
utama kinerja ~ pemerataan Jawa Tengah
pembangunan diarahkan agar
berbasis zonasi lebih merata,
wilayah, mandiri, berbasis

pembangunan mampu
infrastruktur, mengurangi
konektivitas, ketimpangan
ekonomi desa, sosial-ekonomi
BUMD, dan sektor antarwilayah.
unggulan daerah.

5 Problematika ~ Menghadapi Efektivitas peran
kinerja keterbatasan representasi daerah

kewenangan DPD masih bergantung
RL, ketimpangan pada  koordinasi
informasi  pusat- lintas lembaga,
daerah, lambatnya dukungan
birokrasi, ego kebijakan  pusat,
sektoral, sinkronisasi
keterbatasan fiskal, perencanaan, dan
dan  miskonsepsi komunikasi publik
publik  terhadap yang lebih kuat.
gagasan

pembangunan.

6 Pola Membangun Memperkuat
komunikasi komunikasi kedekatan antara
dengan partisipatif, wakil daerah dan
konstituen dialogis, terbuka, masyarakat,

egaliter, dan mempermudah
berkelanjutan penyaluran
melalui kanal aspirasi, serta
formal, nonformal, meningkatkan
serta media digital. responsivitas
terhadap
kebutuhan
pembangunan
konstituen.

7 Implikasi Menguatkan Peran Abdul
peran dalam gagasan tiga poros Kholik
pembangunan  ekonomi, berimplikasi pada

meningkatkan penguatan
perhatian terhadap representasi
Jasela, mendorong daerah,

kajian akademik,
memperkuat sektor
unggulan,
konektivitas, kerja
sama antardaerah,
dan  komunikasi
daerah-pusat.

meningkatnya
posisi tawar
wilayah tertinggal,
serta dorongan
pembangunan
Jawa Tengah yang
lebih inklusif,
terarah, dan
berkeadilan.

2. Analisis Implikasi Peran Abdul Kholik sebagai
Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode
2019-2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI
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Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019—
2024 diwujudkan melalui fungsi representasi
daerah, penyerapan aspirasi masyarakat, advokasi
kebijakan, pengawasan, dan komunikasi politik
yang diarahkan untuk mendukung pembangunan
Jawa Tengah. Peran tersebut tidak dapat dipahami
sebagai fungsi eksekutorial, karena DPD RI
memiliki  keterbatasan kewenangan dalam
pelaksanaan pembangunan langsung. Namun,
DPD RI memiliki posisi strategis sebagai
lembaga representasi teritorial yang
menghubungkan kepentingan daerah dengan
agenda kebijakan nasional, terutama dalam isu
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya ekonomi, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah
(Abustan & Mustomi, 2020; Gunawan et al.,
2023; Wartoyo & Prasetyo, 2023).

Dari aspek cara berpikir, Abdul Kholik
memandang pembangunan Jawa Tengah sebagai
persoalan sistemik yang berkaitan dengan
pemerataan wilayah, penguatan konektivitas,
pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, dan
optimalisasi potensi ekonomi lokal. Pemikiran
tersebut tidak hanya menempatkan pembangunan
sebagai agenda fisik, tetapi juga sebagai proses
politik untuk memastikan aspirasi daerah masuk
ke dalam kebijakan pusat. Orientasi ini sejalan
dengan pandangan bahwa pembangunan daerah
harus  memperhatikan ~ hubungan  antara
ketimpangan  spasial, kemiskinan, akses
infrastruktur, dan distribusi  pertumbuhan
ekonomi (Anwar, 2022; Yunitasari et al., 2023).
Dengan demikian, cara berpikir Abdul Kholik
dapat dikategorikan sebagai cara berpikir
representatif-sistemik karena berusaha
menghubungkan kepentingan masyarakat Jawa
Tengah dengan instrumen kebijakan nasional.

Gagasan tiga poros ekonomi Jawa Tengah,
yaitu Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Timur,
dan Jawa Tengah Selatan atau Jasela, menjadi
salah satu temuan penting dalam penelitian ini.
Gagasan tersebut menunjukkan adanya upaya
mengurangi dominasi pembangunan di kawasan

Pantura serta membentuk pusat-pusat
pertumbuhan baru berdasarkan karakteristik
wilayah. Dalam perspektif ekonomi regional,
pembangunan yang terlalu terkonsentrasi pada
satu koridor dapat memperlebar ketimpangan
apabila tidak diimbangi dengan kebijakan
distribusi ruang yang lebih adil (Yunitasari et al.,
2023). Oleh karena itu, penguatan konektivitas
wilayah menjadi penting karena infrastruktur
jalan, akses logistik, dan transportasi memiliki
hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi,
perluasan pasar, dan peningkatan aktivitas
ekonomi daerah (Karnoto et al., 2024).

Perhatian Abdul Kholik terhadap Jawa
Tengah Selatan atau Jasela memperlihatkan
keberpihakan pada kawasan yang memiliki
potensi besar, tetapi belum berkembang secara
optimal. Jasela memiliki potensi pada sektor
pertanian, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif,
dan perdagangan lokal, namun masih menghadapi
kendala konektivitas, infrastruktur, dan akses
pasar. Temuan Anwar (2022) menunjukkan
bahwa kemiskinan di Jawa Tengah memiliki pola
spasial dan cenderung terkonsentrasi pada
wilayah tertentu, termasuk kawasan selatan. Hal
ini diperkuat oleh kajian Karnoto et al. (2024)
yang  menegaskan  bahwa  konektivitas
infrastruktur dapat membuka akses ekonomi dan
mendorong pertumbuhan wilayah. Dengan
demikian, perhatian terhadap Jasela
mencerminkan orientasi pembangunan yang
diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan spasial
di Jawa Tengah.

Pada aspek kinerja penyerapan aspirasi, Abdul
Kholik menjalankan mekanisme kerja yang
terstruktur, terbuka, dan berbasis kebutuhan
wilayah. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui
berbagai kanal, seperti reses, kunjungan daerah,
dialog konstituen, komunikasi langsung, media
sosial, surat resmi, tenaga ahli, jaringan relawan,
dan simpul masyarakat lokal. Model multi-kanal
ini menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi tidak
hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga
melalui ruang komunikasi yang lebih fleksibel
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dan dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan
dengan fungsi DPD RI sebagai lembaga yang
menyerap, menghimpun, menampung, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah
sesuai ruang lingkup kewenangannya (Utama &
Faniyah, 2023). Dengan demikian, penyerapan
aspirasi menjadi instrumen penting dalam
memperkuat kualitas representasi daerah.

Aspirasi yang diterima tidak langsung
dijadikan agenda advokasi, tetapi melalui proses
validasi, verifikasi, klasifikasi, dan analisis.
Proses ini dilakukan untuk memastikan kebenaran
informasi, tingkat urgensi, dampak sosial, dan
kesesuaian  aspirasi dengan  kewenangan
konstitusional DPD RI. Dalam teori peran,
tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang
melekat pada suatu status sosial-politik (Biddle,
1979; Soekanto & Sulistyowati, 2014). Dengan
demikian, kinerja Abdul Kholik dalam menyerap
aspirasi tidak bersifat spontan, tetapi dilakukan
melalui proses pengolahan yang sistematis agar
keluhan masyarakat dapat diubah menjadi bahan
advokasi kebijakan yang lebih terarah.

Dari sisi kinerja pembangunan, Abdul Kholik
menjalankan fungsi representasi melalui advokasi
kebijakan, pengawasan, formulasi gagasan, dan
komunikasi dengan pemangku kepentingan.
Persoalan mikro seperti kelangkaan pupuk,
kerusakan jalan, keterbatasan infrastruktur desa,
dan lemahnya akses ekonomi tidak dipahami
sebagai masalah lokal yang berdiri sendiri, tetapi
sebagai bagian dari persoalan pembangunan yang
lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan
bahwa DPD RI memiliki fungsi pengawasan
terhadap pelaksanaan undang-undang yang
berkaitan dengan kepentingan daerah, meskipun
hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR
RI sebagai bahan pertimbangan (Samyo et al.,
2021). Dengan demikian, kinerja Abdul Kholik
menunjukkan kemampuan mengartikulasikan
persoalan lokal menjadi isu pembangunan yang
bersifat makro dan strategis.

Prioritas utama kinerja Abdul Kholik
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diarahkan pada pemerataan pembangunan,
pengurangan ketimpangan wilayah, penanganan
kemiskinan perdesaan, penguatan konektivitas,
serta pengembangan ekonomi berbasis potensi
lokal. Prioritas tersebut selaras dengan konsep
pembangunan  daerah yang  menekankan
pentingnya penyesuaian kebijakan dengan
potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, kapasitas
fiskal, sumber daya manusia, dan karakter sosial-
ekonomi daerah (Djadjuli, 2019; Suriadi et al.,
2024). Selain itu, penguatan BUMD, BUMDes,
BUMDesma, UMKM, dan ekonomi desa
menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya
diarahkan pada proyek infrastruktur besar, tetapi
juga pada penguatan kemandirian ekonomi
masyarakat lokal (Nasution, 2020).

Pola komunikasi Abdul Kholik dengan
konstituen menunjukkan karakter partisipatif,
dialogis, terbuka, dan berkelanjutan. Komunikasi
dilakukan melalui kanal formal, nonformal, serta
media digital sehingga aspirasi masyarakat dapat
terserap secara luas dan cepat. Secara teoritis,
pola ini sejalan dengan pemikiran Ralph Linton
tentang peran sebagai aspek dinamis dari status
sosial, karena status Abdul Kholik sebagai
anggota DPD RI memperoleh makna ketika
diwujudkan melalui tindakan nyata dalam
menyerap dan  memperjuangkan  aspirasi
masyarakat (Prayudi et al., 2018). Selain itu, pola
komunikasi dua arah juga relevan dengan
pemikiran  George Herbert Mead yang
menekankan bahwa peran terbentuk melalui
interaksi sosial dan kemampuan memahami
perspektif pihak lain (Anglin et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini
menegaskan bahwa peran Abdul Kholik sebagai
anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode
2019-2024 merepresentasikan model
representasi daerah yang sistemik, partisipatif,
dan berbasis bukti. Peran tersebut dijalankan
melalui integrasi antara penyerapan aspirasi,
advokasi  kebijakan, = komunikasi  politik,
penguatan basis data, dan strategi pembangunan
berbasis  pemerataan  wilayah.  Meskipun
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kewenangan DPD RI terbatas dalam eksekusi
pembangunan, fungsi representasi tetap memiliki
kontribusi strategis dalam mengartikulasikan
kepentingan masyarakat Jawa Tengah ke dalam
agenda pembangunan nasional (Salman & Eftriza,
2022; Amir & Susetyo, 2024; Putra & Hafizah,
2025). Dengan demikian, peran Abdul Kholik
dapat dipahami sebagai praktik representasi
daerah yang berorientasi pada pembangunan Jawa

Tengah

yang

lebih

merata, inklusif,

berkelanjutan, dan berkeadilan.

Lebih jelasnya analisis implikasi peran Abdul
Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa
Tengah periode 2019-2024 dalam pembangunan
Jawa Tengah, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Analisis Implikasi Peran Abdul Kholik
sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah
Periode 2019-2024 dalam Pembangunan Jawa

sebagai kerangka

pemerataan

pembangunan.
Penguatan Mendorong Aspirasi dan kebutuhan
kajian diskusi akademik, masyarakat tidak hanya
akademik forum kajian, disampaikan secara politis,
dan basis seminar, dan tetapi diperkuat dengan
data penyusunan data dan kajian sehingga
pembanguna rekomendasi lebih mudah diperjuangkan
n wilayah kebijakan berbasis dalam kebijakan

data tentang pembangunan.

ketimpangan dan

potensi wilayah.
Peningkatan =~ Mendorong Petani, nelayan, pelaku
perhatian penguatan sektor UMKM, pelaku wisata, dan
terhadap pertanian, masyarakat desa
sektor perikanan, memperoleh peluang lebih
unggulan maritim, besar untuk
daerah pariwisata, mengembangkan usaha

UMKM, dan berbasis potensi lokal.

industri  berbasis

sumber daya lokal.
Percepatan Mengadvokasi Masyarakat memperoleh
pembanguna pentingnya jalan, peluang akses transportasi,
n jalur kereta, distribusi hasil produksi,
infrastruktur  pelabuhan, mobilitas ekonomi, dan
dan transportasi, dan konektivitas antarwilayah

konektivitas

jalur logistik untuk

yang lebih baik.

Tengah
No Dimensi Bentuk Peran Dampak Riil bagi
Implikasi Abdul Kholik Konstituen

1 Pergeseran Mendorong Masyarakat di berbagai
paradigma gagasan wilayah Jawa  Tengah
pembanguna pembangunan memperoleh perhatian
n Jawa yang tidak hanya pembangunan yang lebih
Tengah bertumpu  pada proporsional sesuai

wilayah Pantura, kebutuhan daerahnya,
tetapi  diarahkan bukan hanya kawasan yang
pada pendekatan sudah maju.

berbasis kawasan

sesuai karakter

dan potensi

wilayah.

2 Peningkatan ~Mengangkat isu Konstituen di  wilayah
perhatian ketertinggalan Jasela memperoleh ruang
terhadap Jasela dalam lebih besar untuk
Jawa Tengah forum kebijakan, menyampaikan kebutuhan
Selatan atau advokasi pembangunan,  terutama
Jasela pembangunan, terkait akses jalan,

dan gagasan konektivitas, ekonomi
pemerataan lokal, dan pengurangan
wilayah. ketimpangan.

3 Penguatan Mengembangkan ~ Masyarakat mendapatkan
gagasan tiga gagasan tiga poros arah pembangunan yang
poros ekonomi,  yaitu lebih jelas berdasarkan
ekonomi Jawa Tengah potensi wilayah masing-
Jawa Tengah Utara, Jawa masing, sehingga peluang

Tengah  Timur, eckonomi lokal  dapat
dan Jawa Tengah berkembang lebih merata.
Selatan/Jasela

mendukung
mobilitas  barang
dan masyarakat.
Penguatan Mendorong Konstituen ~ memperoleh
kerja sama pentingnya manfaat dari pembangunan
antardaerah  kolaborasi yang lebih  terhubung
antarkabupaten/ko  antardaerah, seperti kerja
ta, terutama di sama ekonomi, pariwisata,
wilayah Jawa distribusi  produk, dan
Tengah  Selatan, layanan infrastruktur lintas
dalam wilayah.
pembangunan
kawasan.
Meningkatn Membuka ruang Kebutuhan masyarakat
ya perhatian komunikasi dan daerah lebih berpeluang
kementerian  advokasi dengan mendapat perhatian
teknis kementerian pemerintah pusat melalui
terkait kebutuhan program, bantuan teknis,
infrastruktur, dukungan anggaran, atau
pertanian, kebijakan sektoral.
kelautan,
perikanan, dan
pembangunan
kawasan.
Terbukanya  Menjalankan Konstituen memiliki
akses fungsi representasi  saluran aspirasi yang lebih
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komunikasi  melalui terbuka untuk
antara penyampaian menyampaikan persoalan
daerah dan aspirasi pembangunan kepada
pusat masyarakat dan pemerintah pusat melalui

pemerintah daerah fungsi representasi DPD
kepada lembaga RI.

nasional.

10 Meningkatn = Mengangkat Masyarakat Jasela
ya posisi Jasela sebagai memperoleh  pengakuan
tawar Jasela kawasan potensial lebih kuat sebagai bagian
dalam yang layak penting  dari  agenda
kebijakan menjadi pusat pembangunan,  sehingga
nasional pertumbuhan baru kebutuhan wilayahnya

Jawa Tengah. lebih diperhatikan dalam

kebijakan daerah maupun
nasional.

3. Simpulan Dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran
Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa
Tengah periode 2019-2024 adalah sebagai
representasi daerah yang aktif, sistematis, dan
strategis dalam pembangunan Jawa Tengah. Peran
tersebut dilakukan melalui penyerapan aspirasi
masyarakat, advokasi kebijakan, pengawasan
pembangunan, serta penghubung antara kepentingan
daerah dan agenda kebijakan nasional. Fokus
perannya diarahkan pada pemerataan pembangunan,
pengurangan ketimpangan antarwilayah, penguatan
konektivitas, pemberdayaan desa, pengembangan
ekonomi lokal, UMKM, dan sektor unggulan daerah.
Implikasi peran Abdul Kholik dalam pembangunan
Jawa Tengah terlihat pada menguatnya arah
pembangunan berbasis kawasan yang lebih merata,
inklusif, dan sesuai potensi wilayah. Peran tersebut
mendorong perhatian terhadap wilayah seperti Jasela,
penguatan gagasan tiga poros ekonomi, advokasi
infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kerja
sama antardaerah, serta terbukanya komunikasi
antara daerah dan pemerintah pusat. Secara
keseluruhan, implikasinya memperkuat posisi tawar
Jawa Tengah dalam kebijakan nasional dan
mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
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